
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR � TAHUN 'tOlS 

TENT ANG 

PEL.AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 
2021 TENTANG PENYELENGClARMN BANTUAN HUKUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PINRANG, 
behwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (31, Pasa1 

27 ayal 13), dan Pasal 28 ayat (51 Peraturan Daerah Kabupaten 

Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum, pcrlu menetapkan Pcraturan Bupati 

tent.ang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan 

Hukum; 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pemben1ukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Twnbehan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 55871 scbagaimana telah diubah 

beberape kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penet.apen Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 68561; 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 l lentang Bantuan 

Huktun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun r 



2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5248); 

4. Pcraturan Pcmcrint.ah Nomor 42 Tahun 2013 tcntang 
$ye.rat dan Tata Cara Pcmbcrian Bantuan Hukum dan 

Pcnyaluran Dana Banluan Hukum (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5421); 

5. Peraturan Dacrah J<abupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 

2020 temang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat 
Dacrah (Lcmbaran Oaerah Kabupatcn Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6 Tambahan Lcmbaran Daerah Nomor 6); 

6. Pcraturan Oacrah K.abupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 
2021 tcntang Pcnyclenggaraan Bantuan Hukum 

(Lembaran De.crab Kabupatcn Pin rang Tahun 202 l Nomor 

10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 

MEMt.rrUSKAN: 

Mcnctapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAJ<SANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
De.lam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
l. De.crab adalah Kabupatcn Pinrang. 
2. Pcmcrintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur pcnyclcnggara 

Pcmcrintahan Daerah yang mcmimpin pelaka.nnaan urusan 
pcmcrintahan yang mcnjadi kcwenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Sclactaris De.crab adalah Sckrctaris Dacrah Kabupatcn Piruang; 
5. Pcrangkat Dacrah adalah unsur pcmbantu Bupat1 dan Dewan 

Pcrwakilan Rakyat Dacrah dalam pcnyclcnggaraan urusan 
pcmerintahan yang mcnjadi kcwcnangan Dacrah. 

6. Sekrctariat De.crab adalah Sckretariat De.crab Kabupatcn 
Pinrang. 

7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sclactariat Dacrah r 



Kabupatcn Pinrang. 
8. Bantuan Hukum edalahjasa hukum yang diberik.an olch Pemberi 

Bantuan Hulrum sec:ara cuma-cuma kcpeda Pcnerima Bantuan 

Hukum. 

9. Pcnerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok 
orang miskin penduduk di Deerah. 

10. Pcmberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau 

orgamsasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan 

Hukum berdasarlcan pcraturan perundang-undangan. 
11. Pcrkara adalah masalah. hukum yang diselesaikan mclalui 

mekamsme Litigasi. 
12. Kcgiatan adalah Kcgiatan dalam rangka mcnyelcuikan masa.lah 

hukum melalui mckanismc Nonlitigasi. 
13. Lltigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang 

dilakukan mclalui jalur pengadilan untuk mcnyclcsaikannya. 
14. Non Litigasi adalah proses penanganan Pcrkara hukum yang 

dilakukan di luar jalur pengadilan untuk mcnyclcsaikannya. 
15. Vcnfikasi adalah pemcriksaan atas kcbenaran laporan, 

pemyataan, den dokumcn yang discrahk.an otch Pembcri 

Bantuan Hukum scsuai pcraturan perundang-undangan. 
I 6. Alacditasi adalah pengakuan tcrhadap Pcmberi Bantuan Hukum 

sctclah dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan 
bahwa Pemberi Bantuan Hulrum tcrscbut layak untuk 
mcmberikan Bantuan Hukum. 

17. Besaran Biaya Bantuan Hukum yang sclanjutnya disebut 

bcaaran biaya adalah besaran biaya bantuan hukum per Pcrkara. 
18. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekclompok orang 

yang mcmiliki idcntitas kcpendudukan yang sah di Kabupatcn 
Pin rang. 

BAB II 
TATA CARA PENETAPAN PEMBER! BANTUAN HUKUM 

Pa,aJ2 

{lj Lcmbaga Bantuan Hukum atau organisasi kcmasyarakatan yang akan 

mclakukan Bantuan Hukum harus mcngajukan pcrmohonan scbagai 
calon Pcmbcri Bantuan Hukum kcpada Bupatl mcla.J.ui Baginn Hu.kum. 

(2) Calon Pcmberi Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat {l) i 
harus mcmcnuh1 pcrsyaratan: \ 



a. berbadan hukum; 

b. terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. memililo kantor atau sekretariat yang tctap; 
d. mcmiliki pengurus; dan 
c. mcmiliki program Bantuan Hukum. 

(3) Pennohonan sebegeunana d1maksud pada ayat (I) dengan mclampirkan 
dokumcn pereyaratan: 
a. fotokopi salinan akta pendirian Lembap Bantuan Hukum atau 

organisasi kcmasyarakatan; 
b. fotokopi salinan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi 

kcmasyarakatan; 
c. folOkopi salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 
d. fotokopi salinan akta kcpcngurusan Lembaga Bantuan Hukum atau 

organisasi kcmasyarakatan; 
e. fotokopi salinan surat penunjukan sebagai Advokat pada Lembaga 

Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; 
f. fotokopi salinan surat izin beracara sebagai Advokat pada Lembaga 

Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; 
g. fotokopi salinan dokumen mcngena.i status kantor/kantor cabang 

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; 
h. fotokopi salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum 

atau or-ganisasi kemasyarakatan; 
1. laporan pengelolaan kcuangan I (satu) tahun terakhir;dan 
j. rcncana program Bantuan Hukum. 

Pa"'13 
(1) Tcrhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sc\anjutnya 

chlakukan verifikasi kelcngkapan permohonan. 
(2) Vcrifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

o1eh panitia Vcrifikasi yang ditctapkan dengan Kcputusan Bupati; 
(3) Panitia Verifikasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) mcmpunyw tu gas: 

a. mclakukan pemcriksaan dokumen administrasi da.n pemcriksaan 
faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum 
atau organisasi kemasyarakatan; 

b. mclakukan koordinasi dcngan Lembaga Bantuan Hukum atau 

organiSWli kemasyarakatan yang mcngajukan pennohonan sebagai I Pemben Bantuan Hukum di Daerah; dan 



c. membuat berita acara hastl Venfikasi dengan melampirkan: 
I. daflar calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi; 
2. daftar calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenutu 

pcrsyaratan; dan 

3. rekomendasi penetapan sebagai Pembcri Bantuan Hukum. 

(4) Apabila berdasarkan hasil Verifikasi dan Pl.lnitia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) telah memenuhi pcrsyaratan ketua panitia mengusulkan 
calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati untuk ditetapkan sebngai 
Pemberi Bantuan Hukum. 

(5) Apabila berdasarkan hasil Verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 11 lidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2), permohonan ditolak dreertai alasan penolakan secara 

tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerje. 

Pasal 4 

Berdasarkan bcrita acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasa1 3 

ayat (3) huruf c, Bupat1 menetaplcan Lembaga Bantuan Hukum atau organisa.si 
kemasyarakatan sebagai Pembcri Bantuan Hukum di Daerah dengan Keputusan 
Bupe.ti. 

BAB Ill 
BESARAN BlAYA 

Pa,al 5 
(1) Besamn Biaya Bantuan Hukum dibcrikan untuk Kegiatan Litigaai dan Non 

Litigasi dialokasikan dalam anggaran bclanja Kegiatan Bagi.an Hukum. 

(2) Penyaluran btaya Bantuan Hukum didasarkan atas persentwie tertenru dari 

standar biaya Bantuan Hukum pada setiap tahapan Perkaca Litigaai atau 
pelaksanaan Kegi.atan Non Litigasi. 

(31 Besaran Biaya Bantuan Hukum Lil.lgasi dan Non Litigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 tercantum dalarn lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. t 



BABIV 

TATA CARA PENGAJUAN ANGOARAN BANTUAN HUKUM DAN 
PENYALUR.AN ANGGARAN BANTUAN HUKUM 

Bagian Kcsatu 
Tata Cara Pengajuan Anggara.n Bantuan Hukum 

Pasal 6 
(1) Pcmberi Bantuan Hukum mcngajukan pennohonan pcnca.iran Anggaran 

Bantuan Hulcum kcpada pcnyelcnggara Bantuan Hukum melalui bagian 
hukum discrtai dcngan laporan Pcnyelcsaian Pcrkara dan Bukti Pcndukung. 

(2) Bagian Hukum mcmeriksa dokumen pcngajuan permohonan anggaran 
sebagaimena dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja. 

(31 Dalam hal dokumen persyaratan aebagaimana dimaksud pada ayat (21 
dinyatakan tidak lengkap, Pcmberi Bantuan Hukum wajib mciengkapi 
dokumcn pensyaratan melalui Bagian Hukum untuk diajukan kembali. 

(41 Dalwn ha! dokumen pcrsyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dinyatakan lengkap, dilakukan proses pencairan anggaran. 

Pasal 7 

(1) Dokumcn yang disyamtkan aebagaimana dimaksud dalam PaMl 6 ayat (1) 
untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi: 

a. ldentitas Pcnerima Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin/Surat 
Ketcrangan Tidak Mampu; 

b. bukti penanganan Perkara; 
c. kwitansi pembayaran pengeluaran; 
d. laporan keuangan penanganan Perkara; dan 

e. dokumcntasi. 

(2) 8ukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pade ayat (I) hurufb untuk 

Bantuan Hukum Perkara pidana d.isesuaikan dcngan tahapan Pemcriksaan 
yang meliputi: 

a. tahap penyidikan, dengan melamp1rkan: 
l. surat permohonan; 

2. surat kuasa; 

3. surat pemyataan kebenaran dokumen; 
4. surat panggilan; 

5. surat perintah penyidika.n atau surat perintah penghentian penyidika.n; 
dan 

6. putusan Praperadilan, jika ada. 

b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama, dcngan melampirkan: 
; 



I. surat kuasa/ sura.t penetapan pengadilan penunjukan hakim untuk 
pendampingan; 

2. surat dakwaan; 

3. eksepsijika disampaikan secara tertulis da1am persidangan; 
4. pledoi; 

5. replikjlka disampaikan SCCtl!11 tertulis dalam persidangan; 
6. duplikjlka disampaikan secara tertulis da1am persidangan; 
7. jadwal sidang; 
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. 

c. tahap persidangan di pcngadila.n tingkat banding,dengan melampirkan: 
l . akta banding; 
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam ha! Perkara 

dilanjutkan ke tingkat banding dan; 

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding. 
d. tahap persidangan di pengadila.n tmgkat kasasi, dengan melarnptrkan: 

I. akta Kasasi; 

2. memori kasasi at.au kontra memori keeess, dalam ha! perkara 
dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan 

3. salinan putusan at.au petikan putusan pengadilan tingkat kasasi. 

e. tahap peninjauan kembe.li, dengan melampirkan: 
I. surat permintaan/permohonan peninjauan kembab (PK) kepada 

pengadilan tingkat pertama; 
2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan 

sudah berkekuatan hukum tetap; 
3. memori peninjauan kembali, dalam ha! Perkara dilanjutkan ke proses 

upaya hukum luar biasa; dan 

4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali. 

(3) Bukti penanganan Pcrkara sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ hurufb untuk 
tahape.n Banruan Hukum secara Utigasi dalam Perkara perdata meliputi: 
a. tahap gugatan, dengan mclarnpirkan: 

I. surat pennohonan/surat gugatan; 
2. surat kuasa; 
3. surat pemyataan; 
4. registrasi Perkara dengan nomor register;dan 
5. surat panggilan. 

b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan: 
1. surat kuasa; 

2. salinan putusan at.au petrkan putusan pengadilo.n. I 



c. tahap putusan pengadilan tingk.at banding, dcngan mclampirkan: 
I. mcmori banding atau konlra mcmori banding, dalam hal Pcrkara 

dilanjutkan kc proses upaya hokum biasa; dan 

2. salinan putusan atau pctikan putusan pcngadilan tingkat banding. 
d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan mclampirkan: 

I. akta kasasi: 

2. mcmon kasasi atau kontra mcmori kasasi, dalam haJ Pcrkara 
dilanjutkan kc proses upaya hukum biasa;dan 

3. salinan putusan atau petlkan putusan pengadilan tingkat kaso.si. 
c. tahap peninjauan kcmbali (PK), dcngan mclampirkan: 

I. surat permintaan/pennohonan peninjauan kcmbali (PK) kcpada 
pengadilan tingkat pcrtama; 

2. salinan putusan pcngadilan yang sudah bcrkckuatan hukum lctap; 
3. mcmori peninjauan kcmbali atau kontra memori pcninjauan kcmbali, 

dalam hal Perlcam dtlanJutkan kc proses upaya hukum luar biasa: clan 

4. sa.Iinan putusan atau pctikan putusan pcninjauan kcmbali. 

(4) Bukli pcnanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
untuk tahapan Bantuan Hukum sccara LLtigasi dibidang hukum tata usaha 
Negara mcliputi: 
a. tahap pcmcriksaan pendahuluan, dcngan mclampirkan: 

l. pcrmohonan; 
2. surat kuasa; 

3. surat pemyataan; 
4. sumt gugatan; 
5. registrasi Pcrkara dcngan nomor register; 
6. sumt panggilan; 
7. sumt pcnctapan pengadilan pada rapat 

pcnnusyawaratan / dismi.ssa}process; dan 

8. keputusan upaya administrui terhadap kebijalcan dari pcjabat tata 

usaha ncgara, jika ada. 

b. tahap putusan pcngadilan tingkat I, dengan melampirkan: 
1. jadwal sidang; 
2. sumt kuasa; 
3. somasi.; 

4. jawaban gugatan; 
5. tawaran mcdiasi a tau jawaban; 
6. ekscpsi atau replik; t 7. kesimpulan; 



8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilansalman putusan 
atau pctika.n putusan pcngadilan. 

e. tahap putusan pcngadilan tingkat banding. dengan melampirkan: 
I. akta Banding; 
2. memori banding atau kontra memori banding, dlllam ha! Perkara 

dilanjutkan ke proses upaya hokum bia311; dan 
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingka.t banding. 

d. tahap putusan pcngadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan: 
I. akta kasasi; 

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalrun hal Perkara 

dilanjutkan ke proses upaya hukum bmsa;dan 

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi. 
e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan: 

I. surat permintaan/pcrmohonan peninjauan kembali (PK) kepada 
pengadilan tingkat pertama; 

2. salinan putusan pcngadilan yang sudah berkekuatan hukum 
tetap; 

3. memori pcninjauan kembali atau kontra memori perunjauan 
kembali, dalam hal Perkara dilanjutkan ke prosea upaya hukum 
luar bie.sa;dan 

4. salinan putusan atau petlk8n putusan peninjauan kembah. 

Bagian Kedua 
Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum 

Pasal 8 

(II Penya.Juran Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi 
Bantuan Hulcum menyelesaikan Perkara pada setiap ta.ha.pan proses 
beracara dan Pemberi Bantuan Hukum mcnyampaikan laporan kcpada 
penyelenggara Bantuan Hukum mellllui Bagian Hukum yang disertai bukti 

pcndukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1). 

(2) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum dihitung berdasarkan biaya sctiap 
tahapan Pt:rkara scsuai standar hie.ya pelaksanaan Bantuan Hukum 
Utigasi. 

(3) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum pada setiap proses beracara 
schogaimana dimaksud pada ayac (I) tidak menghapuskan kewajiban 
Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai 
dengan Perkara yang ditangani selcsai atau mcmpunyai kekuatan hulcum I tetap. 



Pasal 9 
(11 Pcnyaluran Anggaran Bantuan Hukum Non Lltigasi ditakukan setelah 

Pcmberi Bantuan Hukum mcnyelesaikan Kegiatan dalam paket Kcgiatan Non 

Lltigasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hulcum 
yang disertai dengan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 
(5). 

(2) Pcnyaluran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (JI 
dihitung bcrdasarkan pclaksanaan Kegiatan Non Litigasi setiap Kegiatan 
sesuai beaaren biaya pclaksanaan Bantuan Hukum Non Litigaai. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal IO 
Pcraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan Pcraturan Bupati 
ini dengan pcnempatannya de.lam Serita Daerah K.e.bupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal \.,( �I 'lOl:' 
BUPATI PTNRANG, 

11.£t:·�MID I 
I ' 

Diundangkan di Pinrang, 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 
' 

I, 
BUDA YA 

SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN NOMOR 



u\MPIRAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 

NOMOR TAHUN 

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PTNRANG 

NOMOR IO TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANTUAN 
HUKUM. 

BESARAN BIAYA BANT'UAN HUKUM LITIGASI DAN NON UTIGASI 

XO lJRAL\lf ....... BIATA(Rp) 
I .. tuan Blay. Baatuaa Rubra LlUCUJ 
I.I Pfflmn Bubm Pldana Pu-Oraq/Kuu. 8.000.000 
l. l. I To.hap Penyidikan 2.000000 
1.1.2 Tahap Peraidangan Tingkat I 3.000.000 
l.1.3 Tahap Peraida.ngan Tingkat Banding 1.000.000 
1.1 4 Ta.hap Persxlangan Tingkat Kasas.i 1.000.000 
1.1.5 Tahap Peninjaua.n Kembali 1.000.000 

,., ........ ...... Per-Otanc/Ruua 8.000.000 
hrdata/Apma/H11bwipa lad11atrlal 

1.2. l Tahe.p Gugatan 2.000.000 
1.2.2 Tahap PersidangM Tingkat I 3.000.000 
1.2.3 Tahap Pcrsidangan Tingkat Banding 1.000.000 
1.2.4 Tahap Peniidangan Tingkat KasaSI 1.000.000 
1.2.5 Tahap Pfflinjauan Kembali 1.000.000 

1.3 P9rb.n. Bukv.m Tata Uuha lfepq Per-On.q/Kaaua a.000.000 
1.3.1 Tah&p Pemeriksaan Pffldahuluan 2.000.000 
1.3.2 Tahap Peniidangan Tingkat I 3.000.000 
1.3.3 Tahap Peniidangan Tmgkat Banding 1.000 000 
1.3.4 Ta.hap Penidangan Tingkat Kasas.i 1.000.000 
l.3.5 Tahe.p Peninjauan Kembali 1.000.000 

• 8atuan Bla:,a BantuaA ··- lfOD• 

Lltlpal ,. , P9ayuluhua Hukllm 
2.1.1 P.ayuluba.a Bukllm Mean offllae 3.850.000 
2.1.1.1 Bia.ya Konaumai (Snack d= M-) 1.500.000 



Peserta Kcgiatan Rp.50.000/Per-orangJ 
2.1.1.2 Biaya Konsumai (Snack dM M"""'I 250.000 

Nara Sumber Rp.50.000/Per-orang) 
2.1. l.3 BiayaJasa Profesi/Narasumber (2 orang 1.800.000 

x 1 Jam x Rp.900.000) 
2.1.1.6 Biaya �ggandaan dM Penjilidan 100.000 

Laporan 
2.).1.7 Biaya Spanduk 200.000 

••• Ko.uultut Hllku.m hr-Keslm,tan 000.000 
2.2.1 Bia.ya Konsultaai 200.000 

••• b.Yftttp.l hrkan. Per-Keslm,tan 000.000 
2.3.1 Biaya lnvestigasi (I "'""' ' l 200.000 

KegiatanJ 

••• lledlul Per-Keslm,tan 1.000.000 
2.4. l Biaya Mediasi (l perkar& x I Kegiatan l.000.000 

a.e Jllepalaal Per-Kepta.n 500.000 
2.5. l Bia,ya Negosiasi (I Pcrkara x l Kegialan) 

••• Pem.barda,aan 11u,uuat 
:1.6.1 Bu.:,a KeP,.tan offlhaa : Per-Kectatan 2.150.000 
2.6.l.1 Bia.ya Konsumsi pcscrta kegiatan (sneck 500.000 

dan m.akanJ {Rp.50.000 per-orang) 
2.6.1.2 Bia ya Konaumai (mod< dM mokan) 250.000 

Narasumber kegiatan (Rp.50.000 per- 
o=gj 

2.6.1.3 Biaya J- Profesi/Nara Sumber (2 1.100.000 
orangxl jam x Rp.550.000) 

2.6.1.4 Biaya Penggandaan penjilidan l..aporan 100.000 
2.6.1.5 Biaya Spanduk 200000 

•. 7 Pendampl.npn diluar penpdlla.n hr-lta,t..tan 1.000.000 
2.7.1 Pendampingan terhadap uk$i dan atau J.000.000 

korban tindak pidana (paling banyak 4 
kegiatan untuk I perkara) 

••• Draf'tln& Doh.man Hllkum Per-X.Jiatan 300.000 
2.8.l 81aya Drafting (1 Orang x 1 Keg,atan) 300.000 ! 



3 a.tuaa ..... ......... V•rlftb.tl 
Pemlterl Bantu.an ··- ... ....,._ Penyel.encpn ........ 
Buloua 

3.1 J- Kepultlan Pear,ullll&D Per-Kect,.tu 4.l&0.000 ......... PeDJeienaprU,D ........ 
Buum 

Ketua : Rp. l. 750.000 
Se\a'etari1 :Rp. 1.600.000 
Anggota :Rp. 1.500.000 •. , J- 

.. __ 
hayelencprN.D Per-lnllan/Onq: 20.400.000 

a..atu.a.a Buku.m: 

Ketua Tim ' Rp.500.000 x 12 - 
Rp.6.000.000,- 
Anggota Maksimal 3 (tigaJ Orang: 3 X Rp 
400.000 JI: 12 bulan • Rp. 14.400.000 

BUPATI PINRANG, 
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